PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMCR : 8 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUS| PELELANGARN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RANMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TARRANG,

Menimbang :

bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai
implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Uindang
Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perly menggali sumber-sumber
P Asli Daerah ityai Peny g

- dan Pembangunan Daerah;

batwa Tempal Pelelangan tkan mempaken salah sato potansi sumber
Fendapatan Asli Daerah, makz dipandang peru dipunged Retribusi Dasral;

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurif
dan b perlu diatur dalam suatu Qanus.
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. Ungang-Undang Nomor 8 Tahu

. Undang-Undang Momor 18 Tahun 2001 tsntang Olores

Mengingat -

Undang-Undang Nemar & Tehun 1981 ientang Hukum Asara Pidana
(Lembaran Negara Aepubiik indanésia Tahun 1381 Nomor 76, Tambanan
Lembasan Negara Hepubii Indonesia Nomor 3258);

vikanan (Lembaran
Hegzra Republik Indoresia Tahus fambalian Lambaran

Mzgara Rapublik Indonesia Nomor 329,

Undang-Undang Memar 22 1
(Lembarzn Negara Sepubl
Lembassn Negara Fepusli inden

Undang-Undang Momor 25 Tahun 1395 tsniang Parimiangen Keusngea
antara Pamerintah Pusat den Dasrah [Lombaran Nagars Repubbls Indo-
nesia Taun 1889 Nomor 55, Tambahian Lembaran Negara Regl
nesia Nomor 3848);

donesia Nnmor BBSSJ‘

Undang-Undang Homar 34 Tahun I‘.(‘OD 1émang Perubshdn atas Urilang-
Undang Momar 0 Palsk dan Retribusi Daerah
(Lem Negara Repubiit Indon 1 POOD Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomar 4048}

i Klhiusus bagt
Provinsi Daeizh Istmewa Aceh sebagal Provinsi Nanggree Acen
Darussalam (Lembaran Negars Sspublik indonesia Tahun 2007 Nomer
14, Tembahan Lembaran Negers Republix Indonesia Nomor 4124);

Unidang-Undang Momor 4 Tahun 2002 fentang PamBentuken Kebupaten

i Frovinsi Manggros Aceh
wuniesia Yahun 2002 Nemor
ndonesta Nomer 4178);
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1. Peraturan Pemeriniah &

I Pemarintatian Nomor 27 Tahun 5883 tantang ¢
Uirdeng-Undang Mornor 8 Tahun 1981 teniang Hukum A Fidana
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1993 Nomor 33, Tambahan
Lembecan Magara Republik indonesia Nomor 3284);

. Peratwan Pemerintah Notmor 48 Tahun 1993 tentang Panbahan stas

Paraturan Pamerintain Momor 15 Tahun 1990 tentang Usahs Par
{Lambaran Negara Pepublik Indonasia Takun 1988 Nomor .,
Lembaren Negars Republik indorssia Memar ...}

=rian
- Tambaban

mer 26 Tahun 2000 tenteng Kewsnan,
Pemeriniali Jan Kewenarigan Pravinsisebagai Dagrah Otonom {Lem
Nagara fiepuniik Indonssia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lemb:
Megare Repubik Indonesk Nomor 3838

E. Pemturan Pamarintah Nomor 85 Tahuna 2001 tentang Retribusi Dasrah

(Lemharan Nagara Repiblik indenesia Tahun 2001 Nomiur 113, Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4138y

. Kepusan Presiden Republiic Indonasia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk
Rancangan Undang-Undang, Hancangan Peraturan Pemeriniah dan
Bancangan Kepulusan Presider (Lembaran Negara Republik Indonssia
Tahtn 1998 Nomar 70, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Homor.

- Keputusan Mented Oalam Megeri Nomor 23 Tahun 18986 tentang Ketantian

LUmuin Penyidllc Mengenal Penyidik Pagaswal Neger Siodl dilinzkungan
Permeriniah Daersh jo, Keputusan Manter Dalam Heger Nomor 4 Tatwn
1997 tentang Penyidk Pegawal Neger! Sipif dilingkungan Pemerintsi
Daerah;

- Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 20014 teniang Teknik

Penyusunan dan Materl Mustan Peoduk-produk Hukum Daerah;

Kepulusan Gubaimur Provins! Nanggroe hosh Darussalarm Nomor 08T i
2003 tenlang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daserah manjadi
Qanun {Lembaran Dasrah Provinsl Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2003 Momor 8 Sefi E Nomor 5).
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Dengan Persolujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAM[ANG
) DAN
BUPATI ACEH TAMIANG .
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUS! PELELANGAN
KAN DAN HASTL. PERAIRAN LAINNYA.

BaB1
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalom Qanun ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiangy;

Pemeriniah Daereh adelah Bupeli beserta Perangket Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekulif Daarah;

Bupati adatah Bupati Aceh Tamiang;

Kantor Kelautan dan Perkanan adalah Kantor Kejsulan dan Perikanan
Kabupaten Aceh Tamiang;

Pejabat adalah Pegawal yang diberi tugas terentu dibidang Retribusi
Daarah sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang bedaku;
Badan adalah susiy bentuk Badan Usaha yang meliputi Parseroan
Terbalas, Persaroan Kormenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Rillk
Megara atau Daerah dengan nama dar Bortuk persekuluan apapun, per-
kumputan, Firme, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi veng sejenis,
lembega, DanaFensuura Bantuk Useha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
Usaha P lah Kegiatan untuk vsuaty hasit dibidang
Perikanan malipuli pencarian Ikan, Budidaya, Pengumpulan dan
Penyaluran/Pengangkutan lkan dan Hasfl Perairan lannya;

tkan adalah semua jenis lkan termasuk segala jénis hasil perairan kinnya:
Hasil Perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-turnbihan
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air lainnys;

Budidaya tkdn adalah Kegiatan untuk menghasilkan lkan dan hasil perairan
lalnnya yang mefipuli keglaian.pembenihan, pemeliharaan dan pem-
besarannys;

. Pelantlkan adalah se):apumng dengan mata pencariannya sebagian atay
seluruhinya bersumber daii Budidaya lkar;

Ratribusi Jasa Usaha adalah Refribusi Jasa vang disedlakan aleh
Pamerintah Daarah dengan menganut prinsip-prinsip Komerslal karena
pada dasamya dapal pula disediakan cleh seldor swasta;

. Pelelangan kan adalah Penjualan lkan dan Hasil Perairan iain dihadapan
Umum dengan Jalan Penawaran meningkat;

{zin adalah lzin mengadakan tempat pelelangan fkan dan hasit Parairan
Izmniya untuk menyelenggarakan Pelel
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BAB it
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Feiribust ini adalah Retribusi Pelelangan lkan dan Hasil Perairan lainnya
dipungut Retibusi sebagai pembayaran ates pelayanan penyediaan tempat
pelelangan dan fgsiitas lainnya diingkungan tempat pelelangan.

Pasal &

Ohjok Retribusi adalah pelayanan penyeadi fasilitas tempat pelelengan dan
nenyelenggaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

Pasal 4
Sulsjek Retribusi adatah orang pribadiatau badan ysng melakukan peislangan.
BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retrbusl Pelslangan lken dap Hasit Perairan lainnya digoiongkan sebagai
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Fetribusi jasa usana.
BAB IV
CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasai b

Tingkal Pengginasn Jasa diviiung Serdasarkan hasil Pelelangen ten dan hasi
Parairan lainnya.

BARV
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUS]
Pasal 7
{1} Prinsip dun sgsaran dalam penstapan strukiur bosarnya tari! dimaksudian

untuk menLiupi biaya penyelenggaraan palslang;
timbangken kemampuan masyarakat dan aspek keadi

{2) Biaya sehagaimana dimaksud pada ayat {1} termasuk Dlaya investasi
prasarana, biaya operasional dan pameliharaan tempat.

Pesal8
(i) Retribust 1 diteiapkan sebesar 4% {emipat parsen] dar barga
telang dihamiskan ditanggung oleh :

3. 2% {dua persen) oleh penjual;
b. 2% (dua persan) oleh pembali.

{2) Relibusi Polelargan lkan sebesar 4% (ampal persan) sebagalnana
dimaksud pada ayat (1) diperuntuldean : )
& 2% (dua persen) disetsr ke Kas Daerah;
b. 2% (dua iersen) untuk penyelenggaraan Pelelangan,

(3) Persentase sebagaimana torsebul pada ayat (2) poin b diperuniukkan |
a. Penyslenggaraan Lelang sebesar §0%; ¢
b. Dana Sesial Kecelakaan Nelayan sebasar 25%;
¢. Dana Tabungan Nelayan sebesar 25%.
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Pasal &

(1) Apatrla hasll perikanan yang tidak melatui peletangan yang diangkut
dikenakan Ratribusi scbagai berikut |

RETRIBUST HASIL PERIKANAN YANG DiaNGKUT

HE JENIS HASIL [KAN | BESARNYA TARIF ‘_|
1. { Kan/tong 100 Kg. Rp. 5000 Jiong
2. { Udang/long 100 Kg.
a. Udang Windu Rp. 18.000 /tong
b. Udang Puth Rp.  12.500 /tang
e. Udang aplapi Rp. 7500 /1ong
d. Udang Sampah, baty dif Rp.  5.000 /1ong
3. | Kepiting/Keraniang 75 Kg Ap.  B.000 /Keranjarig
4. | tnduk Udang Betina / ekor Ap.  1.000 fekor
5. | induk Udang Jartan fekor Ap. 300 Fekor
&. | Ikan Layang / exor Rp. 20 /ekor
7. | Labi-Labi/ ekor Rp. 100 ¢ ekor
8. | Kodok Ep. 500 /Kg
9, | Bakicot Rp. 200 /Kg
0. | Benur/ Nenar Ap. 1 /ekor
1. | Terd Kering / Kotak / Goni 50 Ky Rp.  5.000 7 kotak / goni
12. | kar Asin / Kotak / Gonl 50 Kg Rp.  3.000 / kotak / goni
13. | Rumput Laut Rp. 10 /Kg
14. | Teripang Rp.  5.000 /Kg

(2) Ikan dan hasfl palelangan lainnya yang berasal dari Tempat Palelangen
lkan (TPY) yang telah dibayar Retdbusi pelelangan, tidak dikenakan lagi
Aetritsi yang ditetapkan pada Ayat (1) pasal in;

[3) lkan 1 keladitan lainnya y Uar daerah
yang belum membayar Retrbusi di dasrah asalnya, harus mombayar
flalribusi yang ditetapkan dalam Qanun ink;




BAE VI
PEJUALAN PELELANGAN BAN
Pasal 1¢

(1) Bemua hasil penangkapan Ikan /budidaya fkan dafem susty dasrah
perikanan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan yang ditertukan;

{2) Peni 1ikan olahvdarf Nelayan atau Petani ikan diluar tempat
yang telzh diatur pada eyat (1) pasal ini dilarang kesuafi mendapa fxin
tertulis dari Bupali atau Pajabal vang ditunjuk.

Pasal 11

{1) Polelangan lkan dapat diselenggarakan cleh Oranisasi Nalayan atay
Badan Hukum leinnya dan diutamakan olsh Organisast Nelayan yang
barbentuk Koperasi;

(2) Tata Cara Penyelenggaraan Pefelangan tkan akan ditelapkan dan diatur
. letiby [anjut dengan Keputusan Bupali.

BAB VI
KEWAJIBAN MEMILIKS (ZIN
Pasal 12

{1} Setiap tempat pelsl: n ikan dan peny i 1
pelelangan Ikan harus mendapat izin dasd Bupati;

(2} Izin dimaksud pada Ayat {1} pasaiini member hak dan wewenang kepada
pemegang izin untuk mengadakan tempal pelelangan iken dan sekaligus
menyelenggarakan peleiangan ikan.

Pasal 13
{1} Untuk memperaleh zin sebagaimeana dimaksud pada sasal 12.ayal {1}

* Qanun ini, harus diajukan secara tertulis olsh Pemahon kepada Bupati
melalui Kantar Kelautan dan Perikanan;
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(2) Talacera i ishananizin imans dimaksud pada ayat
(1) pass ini dan syara-syarat yang harus dipenuni oiah pemchon aken
ditetapkan dan diatur iebih tanjut dengan Keputusan: Bupati”

(3] kzin sebegaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Ganun inl tidak dapat
dipindahlangankan kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan
Bupati

Pasal 14
(1) Permaohoiran lzin dapal ditolak oleh Bupati karena tidak memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan datam Qanun ini dan ssmua paraturan
peiaksanaannyz;

{2) Permohonanyang Mohksehagemansyangdmaksudpadaayam)pada
pasal ini dapat diajukan k h pemohan setalah dengan
syarat-syarat yang diperiukan untuk itu.

Pasal 15

(1} lzIn sabagaimans dimaksud pada pasal 12 ayst (1) Ganun ini, berlaku
untui jangka wakh 5 (fima) fahun dangan ketentuan setizp tahun dilakuken
daftar ukang:

(2} tzin yang sudah habis masa bariakunya dapat dipsrpaniang dengan
mengajuken Parmahionan kepada Bupati melalui Kantor Kelautan dan
Ferifkanan,

{8) Tatz cara pengajusn perpaniangan [zin dan syarat-syarat yang harus
dipenubi pemohon akan dilelapken dan diatur lsbih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BB VI
PENUTUPAN TEMPAT PELANGGAN DAK PENCABUTAN 1ZiN
Pasel 16

(1) Suatulemgat Palefangsn dapat ditutup untuk sementara waktt: atsu dicabut

in




izianya oleh Bupafl atau Pejabat yang diunjuk, spabila -

. Tempat pelelangan fkan tidak memenohi Syarztsyarat yang sudah
ditetapkan,
Pelaksanaan Pelalangan tkan tidak mamenuhi syarat-syaral den tata
cara sebageimana dimakcsud pada pasal 13 ayst (2) Ganun i
Pemagang lzin tidak mampu la i menyelenggatakan pelelangan fkan;
d. Manyeienggarakan ngan ixan ditempat lain o luar iokasi yahg

I

g
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(2) Pencadutan izin hacus didahulyl dengan surat permyataan:

(8) lzin menjadi batal secars Hukun, apabila pengesahan organisasi yarig
manjadi pamegang izin lu karena sualu ha! dicabut,

BAR IX
PENGAWASAN PELELANGAN IKAN
Pasal 17
{1) Kepala Kantor Kelautan dan F'a(:éaﬁan atau pejabavpci;:_vjas yany ditunjuk,
i

terh: pelelangan ikan dan
keglatan letang sebagaimana vang ditetapkan dalam QGanun ini;

{2} Tata Cara pelal tugas dan wewsnang sebagai pac
ayat (1) pasal ini akan ditetapkan febin lanjst dengan Keputusan Bupat,

BAE X
KETENTUAN PIDAMA
Pasal 18
{1} Wajib Retiibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugi-
kan Keuangan Daorah diancam Pidana Kurungan pafing lama 6 {enam)
bulan atau denda paling banyak 4 {empat) kali jJumiah Relribusi tarutang;

(2) Tindak Pidena yang dimaksud pada ayal (1} adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.
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BAB XI
PENYIDIKAN

Fasal 18

1) Pejabat Fagawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dasrah
e wewenang khusus sshagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retrbusi
Dagrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Lindang Momor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

2] Datam canakan tugas Penyidikan paia Pejabat Penyidik Pegawal

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat {1) pasalinibsrwewenang:

. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecrang tantang adanya

Tindak Pidana;

Melakukan findskan pertama pada saat itu di lempat kejadian serta

melakukan pameriksaan;

Me\akukan panggeledahan untuk mendapat barang-barang bukti
dan doku -dok lain serta

penman lerhadap bacang buldi tersebut;

=

&

P

d. Meninta bantuan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
Panyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daarah;

e ‘berhenti dan tanda

. pengenal din tersangka;

f. Matakukan panyitaan benda atau surat;

g. Mengarnbil sidik jari dan memotret seseorang;

h. Memanagil seseorang untuk didengar dan d’penksa sebagaitersangka
atau saksi;

meangscan orang ahki yang diperiukan dalam hubungan dengan
merksaan;

Mgnghe"n&kan Penyidikan setelan mendapat petunjuk dari Penyidik
umum Biahwa tidak terdapat cukup bukt atau paristiwa tersebut buken
menupskan Tindak Pidana dan sefanjuinya mataiui Penyidik Umurm
mrrbaﬁahukanlmpa;:la Penuntut Umm ismnqﬁma(au keluarganya;
k. iggung-
jawabkan,

) Penyidikan sehagamana dimaksud pada ayat {1} memberitahukan
dimulainya F Penuntut
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Umum, sesuai dengen ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomer 8 Tehun 1981 temtang Hukum Acara Pldans.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan barlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang berteniangan
dengan Qanun in dinyatakan fidak beriaku lagi.

Pasat 21

Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Ganun ini sepanjang mengenai
Peraturan pelaksanaannya akan diatur iebih fanjul dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22
Qaniun ini mulai berdaky pada tanggal diundangkan.

Agar sefiep crang dapal mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Qanun ini dengan penempatannyz dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acsh
Tamiang.

Disehkand : Karang Baru

21 Novembar 2002 M
Pada lenggal : oo’
26 Ramadhan 1424 H

Fj. BUPATI ACEH TAMIANG

- ABDUL LATIEF
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undangkan di Karang Ban:

22 November 2003 b
lada Fanggal —-
27 Ramadhan 1424 H

SEKAETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs, ISHAK DJUNED
Pembina Tk.|
Nip. 010 055 253

FIMBARARN DAERAH KABUPATEN AGEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 11
£RIC
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